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Abstrak

Pemerintah membuat suatu kebijakan baru yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014, hal ini tentunya membawa angin segar kepada desa, karena dalam aturan
tersebut secara terperinci sangat jelas diatur mengenai kewenangan-kewenangan desa, termasuk
dalam pengelolaan keuangan, dengan di tentukannya pembagian dana kepada setiap desa dari
dana APBN, tentunya memungkinkan desa meningkatkan kreatifitasnya dalam meningkatkan
pendapatan desa. Adapun penulis manfaat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi
komunikasi pemerintah desa dalam upaya pembentukan badan usaha milik desa. dalam penulisan
skripsi ini penulis melakukan jenis penelitian kualitatif adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan ialah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi unit analisisnya adalah
kepala desa beserta perangkat desa sedangkan teknik analisisnya menggunakan analisis deskriptif
kualitatif Dalam strategi peningkatan pendapatan desa melalui badan usaha mulik desa, sesuai
dengan hasil penelitian pemerintah desa belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa
sehingga belum dapat memutuskan suatu keputusan besama masyarakat desa secara musyawarah,
dimana ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, namun hal ini belum
juga dilaksankaan oleh pemerintah desa, seperti melakukan sosialisasi bersama seluruh
masyarakat Desa Kemiri. Peran pemerintah desa sebagai alat komunikasi antar lembaga
pemerintah desa itu sendiri dan masyarakat, sesuai dengan hasil penelitian, komunikasi yang
terjadi belum cukup efektif untuk menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat desa, sehingga
belum dapat menyatukan persepsi antar pemerintah desa dengan masyarakat, khususnya dalam
pembentukan badan usaha milik desa BUM Desa, yang dimaksudkan untuk peningkatan
pendapatan desa..

Kata kunci: Komunikasi Desa; Ekonomi Desa

1. PENDAHULUAN

Desa adalah komunitas kecil pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal
dan juga dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa bergantung kepada
pertanian (Rahardjo, 2010 : 28 ). Pengertian dari masyarakat itu sendiri adalah
sekumpulan manusia saling “berhubungan” atau dengan istilah ilmiah yaitu saling
“berinteraksi” sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-
kesepakatan yang telah ditentukan untuk bisa ditaati dan dilaksanakan oleh setiap
anggota masyarakat tersebut. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam
masyarakat kemudian mendarah daging pada setiap warganya, sehingga membedakan

antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soerjono Soekarno, 2006 : 22).
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Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada masyarakat yang bersifat terbuka
yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi dan menggabungkan dengan
kebudayaan yang sudah ada, dan masyarakat yang bersifat tertutup yang mana dalam
masyarakat ini cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi
karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan yang
tidak biasa mereka jalankan selama ini, masyarakat ini biasanya pada masyarakat yang
masih tradisional dan biasanya tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan. Pemerintah
desa sebagai level pemerintahan terendah, sejatinya dalam era otonomi daerah memiliki
kedudukan dan peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat
perdesaan. Meskipun faktanya pemerintah desa lebih banyak menangani persoalan
administrasi, namun fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
kurang terdengar. Pemerintah sendiri seperti double standar dalam melihat pemerintah
desa. Di satu pihak pemerintah mendorong agarkedudukan pemerintah desa lebih kuat,
tapi di pihak lain, dalam pelaksanaan program pembangunan, perannya seringkali
dipinggirkan. Banyak program pemberdayaan masyarakat yang dikelola
kementerian/lembaga melakukan langsung (top down) ke masyarakat melalui skema
BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Biasanya pemerintah desa baru dilibatkan bila ada
masalah yang ditemui. Kondisi inilah yang banyak dikeluhkan aparat desa di lapangan.
Sepertinya berbagai pihak di pusat masih belum rela memberikan kewenangan kepada
pemerintah desa sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Hasil usaha
BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha; dan Pembangunan Desa,
pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin
melalui hibah, bantuan sosial, dan 4 kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi
baru dan perlu landasan hukum yang kuat. Untuk itu perlu adanya peranan pemerintah
dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui
pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUM Desa
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat
dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.
Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan
lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUM Desa. Sebagaimanan disebutkan dalam
Pasal 90 Bab X UU Desa No 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong
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perkembangan BUM Desa dengan : a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b.

melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa.

2. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin memahami, mengamati,
menggali, dan mengungkapkan secara lebih mendalam tentang peran BUMDes dalam

mendukung pengembangan ekonomi desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selain itu, tim pendamping juga membuat draft tentang ketentuan dan prosedur
pembelian, penjualan dan pertanggung jawabannya ke BUMDes dan kepala Desa. Setelah
melakukan pelatihan pemanfaatan Microsoft Excel (Ms. Excel) beberapa kali dan mitra
dianggap telah mampu, selanjutnya tim pendamping memberikan pemahaman tentang
tiga laporan keuangan yaitu laporan laba/rugi, neraca, dan arus kas yang merupakan
standar pelaporan kuangan untuk akuntansi perusahaan jasa. Untuk pelatihan
pembuatan laporan keuangan, tim pendamping perlu mengulang/melakukan beberapa
kali. Hal ini terjadi, karena mitra belum pernah mendapat pelatihan serupa sebelumnya.
Namun setelah melewati proses latihan, mencoba memasukkan transaksi sendiri, tim
melihat bahwa mitra telah mampu untuk melanjutkan sendiri sistem pencatatan

transaksi hingga penyajian laporan keuangan pada bulan-bulan berikutnya.

4. KESIMPULAN

BUMDes berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Peran BUMDes
terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa, peran
BUMDes terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya Pendapatan
Asli Desa, peran BUMDes terkait aspek peningkatan taraf hidup berimplikasi terhadap
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, dan peran BUMDes terkait aspek
ketaatan peraturan perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam

pengelolaan potensi desa.
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